
WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN 

PEMERINTAH D A E I ^ H 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanjin Pangan 0an 

Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pe;nyelenggar^an 

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-LIndang Dasar Negara Repubjlilf 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuk|ai i 

Daerah-daerah Tingkat 11 cLi Sulawesi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahjaip 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republil: 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negtira 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubali 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor il$ 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indone^^ 

Tahun 2022 Nomor 143, Tamtnhan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); | 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5360) 
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WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN 

PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan 

Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, 

1, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822), 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801), 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5360) 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara PemerintalrL 

Pusat d£m Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republil: 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Neggira 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201-^-

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana tehah beberapa kali diubah terakii i-

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara F'emerintah Pusat dan Pemerintali 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonejsi^ 

Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerali 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentelng 

Ketahanan Pangan dan Ghii (Lembaran Nei^ara Reputlik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negjira 

Republik Indonesia Nomor 5680); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negesri Nomor 80 Tahuji 2015 tenthn^ 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Reput lik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diutal i 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Daliim 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negarsi Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157). 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Femerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757), 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757), 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5680), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157). 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER/iH KOTA GORONTALO 

dan 

WALI KOTA GORONIALO 

MEMUTUSKAN : 

M(metapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARA/.N CADANGAN 

PANGAN PEMERINTAH DAERAH 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Diilam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oliet 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asaji 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasniya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimam. 

dimaksud dalam Undang-Undang Dassn Negara Reputlik Indonesk. 

Tahun1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggarEi 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

4. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilar 

Rakyat E>aerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahar. yang menjad. 

kewenangan Daerah. 

6. Pemangku Kepentingan adalah Perangkat Daerah yang mernpunyai tu^as 

pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan Ketahanan Pangan. 

7. Lembaga Sosial atau Lembaga Ekonomi N'lasyarakat adalah lembaga yakii 

dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 

Pemerintah Daerah dalam memberdayak;an dan memberiLian pelayanan 

sosial kepada masyarakat, termasuk didalamnya adalah Kelompok Taa i 

Nelayan, Koperasi, Lembaga swadaya masyarakat, Pondok Pesantren dar. 

Asosiasi Kemasyarakatan lainnya. 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO 

dan 

WALI KOTA GORONTALO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN 

PANGAN PEMERINTAH DAERAH 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

4. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

6. Pemangku Kepentingan adalah Perangkat Daerah yang mernpunyai tugas 

pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan Ketahanan Pangan. 

7. Lembaga Sosial atau Lembaga Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 

Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan 

sosial kepada masyarakat, termasuk didalamnya adalah Kelompok Tani, 

Nelayan, Koperasi, Lembaga swadaya masyarakat, Pondok Pesantren dan 

Asosiasi Kemasyarakatan lainnya. 
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8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk: 

pertanian, perkebunan, kehutanam, perikanan, peternakan, perairan dar. 

air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai 

makanan atau minuman bagi konsum si manusia, termasuk bah art 

tambahan pangan, bahan baku pangem, dan bahan lainnya yang digunakar. 

dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atari 

minuman. 

9. Ketahan£in Pangan adalah kondisi terpenutiinya pangan bagi negara sampai 

dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, 

baik jumlah maupun mutunya, aman,beragam, bergizi, merata dEiri 

terjangkELU serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaygi 

masyaralcat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif sec£r£L 
berkelanjutan. 

ICi. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan ya|n^ 

dikuasai dan dikelola oleh PemerintahDaersih. 

11. Cadangan pangan masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan 

dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rum|ap 

tangga. 

12. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yarig mengancini 

kehidupgm sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat d|ap 

tepat diluar prosedur biasa. 

13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh jjeristiwa atai^ 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi 

tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsnr 

dan benca alam lainnya. 

I'̂ k Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yalni 

berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalara penyediaari 

bahan ]Dangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode; 

terjadinya ketidak seimbangan yang besar antara penyediaan dan 

kebutuhim. 

15. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerali, masyarakat atau rumah tangga 

yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untluk 

memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan Kesehaljai^ 

masyar£i]<at.   
10. 

1. 

13. 

14. 

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan 

air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai 

makanar. atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan 

dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau 

minuman. 

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai 

dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, 

baik jumlah maupun mutunya, aman,beragam, bergizi, merata dan 

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 

masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara 

berkelanjutan. 

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang 

dikuasai dan dikelola oleh PemerintahDaerah. 

Cadangan pangan masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan 

dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah 

tangga. 

. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yarg mengancam 

kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan 

tepat diluar prosedur biasa. 

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, 

tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, 

dan benca alam lainnya. 

Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang 

berkeparjyangan sehingga merupakan masa sulit dalarn penyediaan 

bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode 

terjadinya ketidak seimbangan yang besar antara penyediaan dan 

kebutuhan. 

. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga 

yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk 

memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan Kesehatan 

masyarakat. 
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16. Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingka konsumen mencapai let ih 

dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu yang 

disesuaikian dengan kondisiDaerah. 

17. Kelompok Sasaran adalah orang, rumah tangga dan/atau sekielompok orang 

yang terkena dampak kerawananpangan. 

18. T im pelaksana penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerih 

selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Wall 

Kota untuk menyalurkan Cadangan Pangan PemerintahDaerah. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut A P B D 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengm 

Peraturan Daerah. 

BAB I I 

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN 

Bagian Kesatu 

Maksud 

Pasal 2 

Maksud dari jrenyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daera h yaitu: 

a. meningk£itkan penyediaan Pangan bagi masyarakat yang timkena Rawkn 

Pangan transien, Rawan Pangan kronis, Rawan Pangan pasca bencana, dan 

gizi burulc; 

b. meningkfitkan akses pangan masyarakat yang terkena Rawan Pangkn 

transien, Rawan Pangan kronis, Rawan Pangan pasca bencana dan g|izi 

buruk; dan 

c. memenuhi kebutuhan pangan masyaraksit yang terkena r awan pang in 

transien, rawan pangem kronis, rawan pimgan pasca bencana, dan gjizi 

buruk. 

Bagian Kedua 

Tujuan 

Pasal 3 

Tujuan dari Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk: 

a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan Cadangan Pangsm Pemerintkt 

Daerah untuk mengatasi terjadinya Rawan Pangan transien, l^awan Pangar 

kronis, Rawan Pangan pasca bencana, dan j^izi buruk; dan 
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Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingka konsumen mencapai lebih 

dari 2540 dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu yang 

disesuaikan dengan kondisiDaerah. 

Kelompok Sasaran adalah orang, rumah tangga dan/atau sekelompok orang 

yang terkena dampak kerawananpangan. 

Tim pelaksana penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 

selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Wali 

Kota untuk menyalurkan Cadangan Pangan PemerintahDaerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN 

Bagian Kesatu 

Maksud 

Pasal 2 

Maksud dari penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu: 

a. meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat yang terkena Rawan 

Pangan transien, Rawan Pangan kronis, Rawan Pangan pasca bencana, dan 

gizi buruk, 

meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena Rawan Pangan 

transien, Rawan Pangan kronis, Rawan Pangan pasca bencana dan gizi 

buruk, dan 

memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan 

transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi 

buruk. 

Bagian Kedua 

Tujuan | 

Pasal 3 

Tujuan dari Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk: 

a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah 

Daerah untuk mengatasi terjadinya Rawan Pangan transien, Rawan Pangan 

kronis, Rawan Pangan pasca bencana, dan gizi buruk, dan 
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b. menanggulangi terjadinya Keadaan Darurat dan kerawanan Pemgan. 

Bagian Ketiga 

Sasaran 

Pasal 4 

(1) Sasaran Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah selurdh 

masyaralcat di Daerah yang mengalami situasi kerawanan Pangan yang 

meliputi: 

a. rawan pangan transien; 

h. rawan pangan kronis; 

c. rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan 

d. keadaan darurat tertentu. 

(2) Situasi F'awan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tetapk^ 

dengan keputusan Wali Kota. 
j 

BAB 111 

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN 

PEMERINTAH DAEIRAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 5 

(1) Wali Kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok TeiTentu sebagai 

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. 

(2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pok:ok Tertentu sebagai Cadangkn 

Pangan F'emerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukar 

oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan: 

a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wikiyah Daerah; 

b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan 

c. kerawanan Pangan di wilayah Daerah. 

(3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pol:ok Tertentu sebagai Cadang^ 

Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

disesuaiL:an dengan: 

a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan 

b. potensi sumber daya Daerah. 
F'ERANGKAT 

DAERAH :RAH 7F" 
KABAG 
HtlKUM ASIST SEKDA   

b. 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 
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menanggulangi terjadinya Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan. 

Bagian Ketiga 

Sasaran 

Pasal 4 

Sasaran Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah seluruh 

masyarakat di Daerah yang mengalami situasi kerawanan Pangan yang 

meliputi: 

a. rawan pangan transien, 

b. rawan pangan kronis, 

Cc. rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk, dan 

d. keadaan darurat tertentu. 

Situasi Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 

dengan keputusan Wali Kota. 

BAB III 

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN 

PEMERINTAH DAERAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 5 

Wali Kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai 

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. 

Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan 

Pangan Femerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan: 

a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah, 

b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat, dan 

c. kerawanan Pangan di wilayah Daerah. 

Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan 

Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disesuaikan dengan: 

a. kebutuhan konsumsi masyarakat, dan 

b. potensi sumber daya Daerah. 
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Pasal 6 

Wsili Kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah 

Daerah sebagEiimana dimaksud dalam Pasal 5 mijnyelenggarakan: 

a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; 

b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;dan 

c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. 

Bagian Kedua 

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daersih 

Pasal 7 

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksdd 

dalsim Pasal 6 huruf a, ditetapkan paling rendah sebesar 50 (lima puluh) ton 

ekuivalen beras yang pengadaannya bersumber dari APBD dan/atau sumber 

lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimsma dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya, dan disimpan di 

gudang/lumbung pangan Pemerintah Daerah dan/atau di jgudang p i h ^ 

yang diturijuk berdasarkan perjanjian kerja £;ama. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carei pengadaan Cadsmgan Pangjin 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ]Dada ayat (1) dan eiyat (2), diat i r 

dengan Peraturan Wali Kota. 

Bagian Ketiga 

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 

Pasal 8 

(1) Pengelolasin Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimcma dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah ya i g 

menyelen§;garakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan ]3angan. 

(2) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerkh 

sebagaimgina dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasaria 

dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, koperajsi, 

kelompok tani dan/atau gabungan kelompok; tani. 

F'ERANG 
DAEld 

KAT 
\U 

KABAG SEkl JA -r /   

aa 

Pasal 6 

Wali Kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan: 

a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, 

b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah,dan 

Cc. 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. 

Bagian Kedua 

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 

Pasal 7 

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf a, ditetapkan paling rendah sebesar 50 (lima puluh) ton 

ekuivalen beras yang pengadaannya bersumber dari APBD dan/atau sumber 

lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya, dan disimpan di 

gudang/lumbung pangan Pemerintah Daerah dan/atau di gudang pihak 

yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerja sama. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Cadangan Pangan 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur 

dengan Peraturan Wali Kota. 

Bagian Ketiga 

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 

Pasal 8 

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
| 

dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan. 

Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama 

dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, koperasi, 

kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Cadtingan Pangsin 

PemerintaJti Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengjin 

Peraturan Wali Kota. 

Bagian Keempat 

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 

Pasal 9 

(1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tiija 

Pelaksana yang dibentuk oleh Wali Kota. 

(2) T im Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetajpkan dengaji 

Keptusan Wali Kota. 

Pasal 10 

Ti l ik distribusi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah D£ierah sebadai 

bantuan kepada kelompok sasaran bertempal; di Kantor Kelurahan atau di 

tempat lain >ang ditentukan oleh Tim Pelaksfina dengan mempiertimbangk^ 

kondisi yang ada. 

Pasal I I 

Jumlah bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disalurkan kepada 

masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan sesuad hasil investigasi Tim 

Pelaksana. 

Pasal 12 

(1) Lurah melalui Camat melaporkan keadaan Rawan Pangan dan membuat 

permohonan bantuan Cadsmgan Pangan Pemerintah Daerah kepada Wiali 

Kota medalui Perangkat Daerah yang menyelenggareikan urusiin 

pemerintahan di bidang ketahanan pangan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahdn 

pertimbargan Wali Kota dalam menetapkcan situasi Keravi'anan Pangan 

sebagaimima dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). 

Pasal 13 

(l]i T im Pelaksana melakukan identifikasi kelorapok sasaran penerima bantu an 

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah setekih Wali Kota menetapkan situasi 

Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). 

F'ERANGKAT 
DAEI 

ASISTBN H l ^ U M / ^ I ^ N SEKDA   

2 3 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Cadangan Pangan 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan 

Peraturan Wali Kota. 

Bagian Keempat 

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 

Pasal 9 

(1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim 

Pelaksana yang dibentuk oleh Wali Kota. 

(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetaskan dengan 

Keptusan Wali Kota. 

Pasal 10 

Titik distribusi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai 

bantuan kepada kelompok sasaran bertempat di Kantor Kelurahan atau di 

tempat lain yang ditentukan oleh Tim Pelaksana dengan mempertimbangkan 

kondisi yang ada. 

Pasal 11 

Jumlah bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disalurkan kepada 

masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai hasil investigasi Tim 

Pelaksana. 

Pasal 12 

(1) Lurah melalui Camat melaporkan keadaari Rawan Pangan dan membuat 

permohonan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Wali 

Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang ketahanan pangan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan 

pertimbangan Wali Kota dalam menetapkan situasi Kerawanan Pangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). 

Pasal 13 

(1) Tim Pelaksana melakukan identifikasi kelorapok sasaran penerima bantuan 

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah setelah Wali Kota menetapkan situasi 

Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). 
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(2) Identifikasi kelompok sasaran penerima ba tuan sebagaimana dimaks|u(^ 

pada ayat (1) meliputi: 

a. jumlah j iwa yang mengalami Kerawanan Pangan;dan 

b. jumlah kebutuhan Cadsingan Pangan yang akan disalurkan. 

(3) T im pelajisana melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintiihan di bidang ketahanan pangan mengajukan. permohonan 

penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota dengan 

mencantumkan jumlah j iwa yang mengalami Kerawanan Pangan dan juml al i 

kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan untulc 

mendapat persetujuan. 

(4) T im Pel£ilcsana menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pem(;rintah Daeifalji 

kepada kislompok sasaran, setelah mendapat persetujuan Wali Kota. 

Pasal 14 

Tim Pelaksana bersama dengan Lurah dapat bekerjasama denj^an pemangkiji 

kepentingan, serta Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Ekonomi MasyaraJcalt 

untuk melakrakan penyaluran kepada kelompok: sasaran. 

Pasal 15 

Ketentuan l<;bih lanjut mengenai tata cara penyaluran Cadangan Pangan 

P ( 5 m e r i n t a h Daerah sebagaimana dimaksud dalaim Pasal 9 samped dengap 

Pasal 14, diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

BAB IV 

PELAPORAN 

Pasal 16 

Perangkat E>aerah yang menyelenggarakan urusan pemerintiihan dibidang 

ketahanan pangan membuat laporan perkembangan pengadaan, pengelolakii 

dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Wali KDta 

setiap 3 (tigaj bulan atau sewaktu-waktu apabila di perlukan. 

B A B Y 

PENGAWASAN 

Pasal 17 

Pemerintah IDaerah meledui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pengawasan internal dan ketahanan pangan melakukein 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyalui 'ai 

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. 
PERAt 

DAEI 
IGKAT 

HL 
iBAG 
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(2) Identifikasi kelompok sasaran penerima ba tuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. jumlah jiwa yang mengalami Kerawanan Pangan,dan 

b. jumlah kebutuhan Cadangan Pangan yang akan disalurkan. 

(3) Tim pelaksana melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang ketahanan pangan mengajukan permohonan 

penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota dengan 

mencantumkan jumlah jiwa yang mengalami Kerawanan Pangan dan jumlah 

kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan untuk 

mendapat persetujuan. 

(4) Tim Pelaksana menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 

kepada kelompok sasaran, setelah mendapat persetujuan Wali Kota. 

Pasal 14 

Tim Pelaksana bersama dengan Lurah dapat bekerjasama dengan pemangku 

kepentingan, serta Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Ekonomi Masyarakat 

untuk melakukan penyaluran kepada kelompok sasaran. 

Pasal 15 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Cadangan Pangan 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan 

Pasal 14, diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

BAB IV 

PELAPORAN 

Pasal 16 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

ketahanan pangan membuat laporan perkembangan pengadaan, pengelolaan, 

dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota 

setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila di perlukan. 

BAB V 

PENGAWASAN 

Pasal 17 

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pengawasan internal dan ketahanan pangan melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran 

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUIUP 

Pasal 18 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali kcita. 

Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyalurhh 

Ceidangan Pangan (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 39) 

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak; bertentangan dengan Peraturan 

Dfierah ini. 

Pasal 19 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling 

lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal 20 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Ag.ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pe ra tur^ 

Daerah ini deiigan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 28 Deseruber 

(pWALl KOTA GORONTALO, 

2022 

VIARTEN A. TAHA 

IDiundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 28 Desember 2022 

S E K R E T A R I S D X E R A H K O T A G O R O N T A L O , 

ISM iJlD 

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR ..? 

IVOREG PEFIATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO 

(7/38/2022) 

F'ERAr 
DAE 

GKAT KABAG 
HUKUM ASISTEN SEK )A   

— NO — 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali kota 

Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran 

Cadangan Pangan (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 39), 

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak: bertentangan dengan Peraturan 

Daerah ini. 

Pasal 19 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling 

lama 6 (enami bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal 20 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 28 Desembe 2022 

ALI KOTA GORONTALO, k 

—— 

MARTEN A. TAHA 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 28 Desember 2022 

    SEKRETARIS DA KOTA GORONTALO, 

ISMML MADJID 

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR ..7 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO : 

(7/38/2022) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR TAHUN 2022 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN CADAh GAN PANGAN 

PEMERINTAH DAERAH 

UMUM 

KetahanEin Pangan adalah kondisi terpenuliinya Pangan bagi negara sampai 

dengan jDerseorangan, yang tercermin dari tersedianya PangsD yang cukup, 

baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, cem 

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 

masyarakat, untuk dapat hidup sehal;, aktif, dan produktif secara 

berkelanjutan manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan 

bagian dari hak asasi setiap rakyat Indoniisia. Untuk mencapai semua itu, 

perlu di£;elenggarakan suatu sistem pangan yang memberikar. perlindungiin, 

baik bagi pihak yang memproduksi maupun mengkonsumsi pangan. 

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara 

adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan 

Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pemenuhan 

konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri 

dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optinal. 

Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumljer 

daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan qaiji 

pengutamaan produksi pangan dalam negeri. 

Kota Goirontalo sebagai salah satu daerah di Indonesia merupakan Daeifali 

dengan jumlah penduduk yang terus mimingkat pertumbuhannya mska 

upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yan 

harus mendapatkan prioritas untuk kesejaJateraan masyaraksit. 

Salah satu perwujudan ketahanan pangan di Daerah £idalah dengan 

membentuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Cadiangan Pangan 

Pemerintah Daerah dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok dan 

strategis serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuljan 

pangannya. Dalam perwujudan penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR TAHUN 2022 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN 

PEMERINTAH DAERAH 

UMUM 

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai 

dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, 

baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan 

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara 

berkelanjutan manusia yang paling utama dan pemenuhanrya merupakan 

bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Untuk mencapai semua itu, 

perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, 

baik bagi pihak yang memproduksi maupun mengkonsumsi pangan. 

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara 

adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan 

Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pemenuhan 

konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri 

dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. 

Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber 

daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan 

pengutamaan produksi pangan dalam negeri. 

Kota Gorontalo sebagai salah satu daerah di Indonesia merupakan Daerah 

dengan jumlah penduduk yang terus meningkat pertumbuhannya maka 

upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang 

harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu perwujudan ketahanan pangan di Daerah adalah dengan 

membentuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Cadangan Pangan 

Pemerintah Daerah dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok dan 

strategis serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan 

pangannya. Dalam perwujudan penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah 
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Daerah memerlukan inventarisasi cadsingan pangan, memperkiral<:an 

kekurangan pangan dan keadaan darurat sehingga p(;nyelenggar4an 

pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat dikelola dengan baikL 

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulaigj 

masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan 

dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut 

dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat, konsumen c an 

produsen. 

Peran dlan tanggung jawab masyarakat dalam hal cad;angan pangan 

dilakukan oleh lembaga swadaya ma;3yarakat,organisasi masyareikal, 

swasta, koperasi dan/atau perorangan. Atais dasar pemikiran tersebut maka 

disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan 

Pemerintah Daerah. Dalam peraturan Daerah ini aspek keteihanan pangan 

yang diatur adalah mengenai pengadaan, pengelolaan d<an penyaluran 

Cadanggm Pangan Pemerintah Daerah yimg ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi pangan dalam menanggulangi gejkila kerawanan 

pangan, keadaan darurat dan pasca bencana di Daerah. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal2 

Cukup jelas 

Pasal3 

Cukup jelas 

Pasal4 

Ayat (1) 

huruf a 

yang dimaksud dengan rawan pangan transien adalah keaddah 

rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yjinE; 

disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yjins: 

menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karenq 

alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga 

sebelumnya seperti : bencana alam (gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, banjir, kekeririgan,angin topan, tanah longsor). 
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Daerah memerlukan inventarisasi cadangan pangan, raemperkirakan 

kekurangan pangan dan keadaan darurat sehingga penyelenggaraan 

pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat dikelola dengan baik. 

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi 

masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan 

dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut 

dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat, konsumen dan 

produsen. 

Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal cadangan pangan 

dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat,organisasi masyarakat, 

swasta, koperasi dan/atau perorangan. Atas dasar pemikiran tersebut maka 

disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan 

Pemerintah Daerah. Dalam peraturan Daerah ini aspek ketahanan pangan 

yang diatur adalah mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran 

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi pangan dalam menanggulangi gejala kerawanan 

pangan, keadaan darurat dan pasca bencana di Daerah. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal1 

Cukup jelas 

Pasal2 

Cukup jelas 

Pasal3 

Cukup jelas 

Pasal4 

Ayat (1) 
huruf a 

yang dimaksud dengan rawan pangan transien adalah keadaan 

rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang 

disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang 

menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena 

alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga 

sebelumnya seperti : bencana alam (gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, banjir, kekeringan,angin topan, tanah longsor). 
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huruf b 

yang dimaksud rawan pangan ^kronis adalah ketidak mampuan 

rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan 

pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasar 

kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

iPasal 5 

Cuku ]3 Jelas. 

iPasal 6 

Cukup Jelas. 

IPasal 7 

Cukup Jelas. 

IPasal 8 

Cuku]p Jelas. 

iPasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cuku p Jelas. 

Pasal 14 

Cuku p Je las. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

I'ERAN 
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huruf b 

yang dimaksud rawan pangan kronis adalah ketidak mampuan 

rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan 

pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan 

kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal 5 

Cukup Jelas. 

Pasal 6 

Cukup Jelas. 

Pasal 7 

Cukup Jelas. 

Pasal 8 

Cukup Jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup Jelas. 

Pasal 14 

Cukup Jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 
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Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cuku p jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

T/lMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR .239 
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Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR .239 
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